Mem'mbang

Mengingat

o

penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah
Daerah diwajibkan menyusyn Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaij rencana tahunan daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud
suatu dok i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahyun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan



Memperhatikan :

Menetapkan

10.

1.

12,

13,

14,

15,

16.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimanga telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14g, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antarg Pemerintah, Pemen'ntahan Daerah Provinsj dan
Pemen'ntahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Peraturan Daerah Provinsj Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Barat;
Peraturan Daerah Provinsj Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisj Pamong Praja Provinsj
Sumatera Barat;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/s3 tanggal 12 Maret 2009
Perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2019

MEMUTY SKA N

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  TENTANG RENCANA  KER3JA
PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD) PROVINST SUMATERA BARAT TAHUN 2011,



(2) RKPD Provins; Sumatera Barat Tahun 2011 sebagaimana dimaksyd Pada ayat
1) merupakan acuan bagj :

a.  Seluryh stakeholder Pembangunan dalam penye!enggaraan Peémbangunan

daerah termasyk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsj
Sumatera Barat; -

b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 serty usulan Rencana Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Mmerupakan Satu kesatyan dan bagian
Yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernyr ini.

Peraturan Gubernur inj Mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya Memerintahkan Peéngundangan Peraturan
ubernur jnj dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsj Sumatera

Barat.
Ditetapkan di Padang
pPada tanggal 37 Mei 2019
GUBERN R SUMATERA BARAT
MARLIs RAHMAN

Diundangkan di Padang

pada tangga) 35 Mei 2019
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